Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tml
A= 2
P S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Ampah, 21 November 1991, NIK.
6213092111910003, agama Islam, pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA), pekerjaan Karyawan PT. BMC, tempat
tinggal di Desa xxxxxxx, RT.001, Kecamatan XXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX  XxxxX, domisili elektronik pada alamat emalil
humai8685@gmail.com sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Banjarbaru, 05 Oktober 1997, NIK.
6372064510970001, agama Islam, pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan xxxxx XXXXxxX, tempat
tinggal di xxxxx xxxxx X, RT.19, RW.04, Kelurahan Xxxxxxx
XxxxX, Kecamatan XXXXXXXXXX —XXXXXXX, XXXX  XXXXXXXXXX

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22
Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Tml,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 antara Pemohon
dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxX, XXXXXXXXX
XXXXXX  XXXXX, Provinsi XxXxxxxxxxx Xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana
tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/001/V1/2019 pada
tanggal 21 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
kediaman orang tua Pemohon di Desa XxxxxxX, XX XxX, Kecamatan Xxxx,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, hingga pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon
telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2
orang anak yang bernama:
a. Muhammad Ridwan Al Rizky bin Ayatullah Humaini lahir pada
tanggal 28 Desember 2019;
b. Danu Hidayat bin Ayatullah Humaini lahir pada tanggal 04 Desember
2021;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah
tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah antara
Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya
antara lain:
a) Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan
wanita lain, yang di ketahui Termohon dari orang lain. Padahal Pemohon
tidak pernah melakukan tuduhan tersebut.
b) Termohon sering kali mengungkit permasalahan di masa lalu
sebelum Pemohon dan Termohon menikah.
c) Saat Termohon ada perasaan tidak suka terhadap suatu hal kepada
Pemohon, Termohon tidak pernah membicarakan secara langsung
kepada Pemohon. Namun saat Pemohon pergi bekerja barulah
Termohon mengirimkan pesan dan menelepon Pemohon.
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d) Saat terjadi Perselisinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon
bercerita kepada orang tua Termohon, kemudian orang tua Termohon
datang dan menjemput pulang Termohon;
e) Pada bulan April 2022 saat Terjadi perselisihan antara Pemohon dan
Termohon, Pemohon sangat marah dan mengucapkan kata talak;
5. Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada bulan Mei tahun 2022 yang menyebabkan antara Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah
orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga
Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat
dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang
Pengadilan Agama Tamiang Layang;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon
tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan XXxX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, Provinsi xxxxxxxxxx Xxxxxx Nomor
0003/001/V1/2019 Tanggal 21 Juni 2019. Alat bukti tersebut telah bermeterai
cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua
Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang
saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx
XXXXXXX, bertempat tinggal di XXX XXXXXXXXXXXXxXX, RT.03, No.22, Desa
XXXXXXX, Kecamatan xXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXxxX di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah
dikaruniai keturunan;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2022 rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi dan sekarang mereka sudah
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon,
Tergugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa tidak Termohon pergi dijemput orang tuanya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
cekcok mulut sejak tahun 2021;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1
(satu) bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon
dengan dijemput ayah Termohon;

- Bahwa sejak pisah bulan lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah
berkumpul lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak
berhasil;

2. SAKSI 3, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx
XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXX XXXXXXXXXXXxxXX, RT.02, No.17, Desa
XXXXXXX, Kecamatan XxxX, XXXXXXXXX XXXXXX XXxxX, di persidangan saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah
dikaruniai keturunan;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2022 rumah
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tangga mereka tidak harmonis lagi dan sekarang mereka sudah
berpisah tempat tinggal dimana Termohon dijemput oleh orang tuanya
dan tinggal dengan orang tuanya di Banjarbaru;

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon cekcok
mulut pada awal tahun 2022;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1
(satu) bulan;

- Bahwa sejak pisah bulan lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah
berkumpul lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara
sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara a quo melalui
layanan e-Court dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentang
kesediaan beracara secara elektronik, namun Termohon tidak pernah hadir dan
tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik,
maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
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bahwa persidangan secara elektronik (e-litigasi) dapat dilaksanakan jika ada
persetujuan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian terhadap perkara a
guo persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan
perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang
suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan
kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang
domisili Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan
Agama Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon mengajukan permohonan
cerai talak telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara dari
putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasanya yang
sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak
dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalii permohonan Pemohon, oleh
karenanya Termohon dianggap tidak ingin membantah dalil-dalil permohonan
Pemohon, dan Termohon kehilangan haknya dan dapat dinyatakan mengakui
dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan atas dalil-dalil
permohonan Pemohon, namun sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1)
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R.Bg. menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon
dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping
itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (lex specialis
derogat lex generalis), maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu
harus mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang dekat dengan
suami istri. Berdasarkan itu, Majelis membebankan terhadap Pemohon wajib
bukti untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon
tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah
mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai
akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada
tanggal 21 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah bermeterai cukup
dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, jo
Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikenakan Bea Meterai. Atas bukti tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah
pada tanggal 10 Agustus 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan
Persona Standi in Yudicio dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
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Capurianto Bin Sogito dan Arianto Bin Disa serta Riyanto bin Katuk, seluruhnya
telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai keturunan

3. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah
tempat tinggal;

4, Bahwa sudah pernah didamaikan dan sulit untuk dirukunkan;

5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk
penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria.
Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai ;
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Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat
pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah
memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan
kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara
Pemohon dan Termohon sering/ada terjadi pertengkaran dan percekcokan yang
disebabkan Termohon sering mengadu kepada orang tua Termohon sehingga
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan dijemput orang tua Termohon,
hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat
pada kedua suami istri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini tebukti antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sebulan terakhir dan sejak
saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri
dan sudah pernah terjadi pisah tempat tinggal sebelumnya dalam keadaan
tidak rukun. Kondisi tersebut juga menunjukkan pertengkaran yang terjadi
antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus-menerus. Dengan
demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken
marriage).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria
sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin
itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah
rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama
lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,
proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta
menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat
Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat
kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan
perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan
hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung setidak-tidaknya
sudah sebulan terakhir, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena
keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah
tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan
terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami
dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan
Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka
permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan
dalil-dalil syar’i yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim,
yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Bagarah ayat 227:

W WT - < -
e mot alll OB BMall 15252 Os

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat*;

2. Dalil figh yang berbunyi :

¢ )5 awwliall paio le il wlaall
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Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil
kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid I, halaman 405 sebagai berikut :

0o P Groluall ols i 949 o) 32V Wb
@& oo | S

Artinya :“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan
itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah
haknya”

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tamiang Layang;

4, Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara

sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Syahrul
Ramadhan, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M.
Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
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Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husaini, S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Miftah Faridi, S.H.I. M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Husaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  350.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp  470.000,00

(Empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah)
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